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Setiap perkawinan tentulah di harapkan akan bertahan 
seumur hidup. adakalanya harapan itu tidak tercapai karena 
rumah tangga yang di idam-idamkan berubah menjadi neraka. 
Dengan demikian terbukalah pintu percaraian. Perceraian dipilih 
karena ini adalah salah satunya jalan dalam mengurangi 
pertikaian bahtera rumah tangga. Sayangnya perceraian tidak 
selalu membawa dalam ketenangan, justru perceraian membuat 
berkorbanya seorang anak. Ini adalah yang memicu persoalan 
hak asuh anak, apalagi anak tersebut adalah anak angkat, anak 
yang bukan dari darah daging sendiri. Kemudian bagaimana 
anak angkat mendapatkan hak asuh dari orang tua angkatnya?.  
Kedudukan anak angkat setelah orang tua angkatnya 
bercerai sama halnya dengan anak kandung dalam hal 
pemeliharan anak kecuali dalam hubungan nasab sehingga tidak 
mendapatkan waris, namun KHI mengisyaratkan wasiat wajibah 
terhadap anak angkat yang besarannya 1/3 saja, dengan 
demikian anak angkat dan anak kandung sama dalam hal 
pemeliharan, meskipun dalam perceraian anak angkat tidak 
berakibat tetapi dalam perceraian mengakibatkan hadhanah dan 
pemeliharaan anak, yang diperebutkan suami istri. 
Selama anak angkat masih dibawah umur maka ia ikut 
dengan ibunya karena ibu lebih lemah lembut dan penuh kasih 
sayang, tetapi setelah ia dewasa dan cukup umur maka ia berhak 
memilih untuk ikut dengan siapa meskipun biaya pemeliharan dan 
kehidupannya di bebankan kepada ayah. Apabila anak angkatnya 
perempuan dan ingin menikah maka yang menjadi wali nikahnya 
tetap ayah kandungnya bukan ayah angkatnya. 
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Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak berakibat 
hukum dalam hal habungan darah, hubungan wali-mewali, dan 
hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya. Hanya 
mendapatkan hak sama dengan anak kandung yaitu hak asuh 
(hadhanah), karena pemeliharaan anak bertujuan hanya untuk 
kesejahtraan dan perlindungan seorang anak, dan pemeliharan 
anak tidak memandang anak itu anak kandung atau anak angkat 
yang terpenting untuk kemaslahatan bersama. Sebagaimana di 
atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman 
hukum materiil peradilan agama dalam pasal 171 huruf h bahwa 
anak angkat anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupannya 
sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih 
tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua 
angkatnya berdasarkan putusan putusan pengadilan. 
 




 Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara 
ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih 
sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami 
yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan rahmah, 
ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra putri yang 
patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan 
tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing 
anggota keluarga tersebut mengertahui hak dan kewajibannya.
i
 
Namun setiap perkawinan tentulah di harapkan akan 
bertahan seumur hidup, adakalanya harapan itu tidak tercapai 
karena rumah tangga yang di idam-idamkan berubah menjadi 
neraka. Dengan demikian terbukalah pintu percaraian.
ii
 
Setiap perceraian apabila mempunyai  keturunan, maka 
akan timbul pula permasalahan tentang siapa yang lebih berhak 
untuk melakuan hadhanah  yang mana seorang anak sudah tidak 
mungkin untuk di asuh oleh kedua orang tuanya. Kemudian 
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bagaimana dengan anak angkat yang sudah jelas tidak ada nasab 
di antara kedua orang tua angkatnya?. Dalam Kompilasi Hukum 
Islam sebagai pedoman hukum materiil pengadilan agama 
memberikan pengertian anak angkat dalam pasal 171 hurup h 
bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk 
hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan dan sebagainya 
beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua 
angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
iii
 
Para ulama fikih mendefinisikan Hadhanah sebagai 
tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki 
maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz, 
menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya 
dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, 
rohani dana akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi 
hidup dan memikul tanggung jawab.
iv
 
Hadhanah hukumnya wajib karena anak yang tidak 
dipelihara akan terancam kemaslahatannya. Karena itu, hadhanah 




Menurut Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pada 
prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban 
bagi kedua orang tua, karena apabila anak yang masih kecil tidak 
dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada 
diri dan masa depannya, bahkan bisa mengancam kejiwaanya. 




Dalam firman Allah Swt. : 
 
 َوَعلَى اْلَمْىلُىِد لَهُ ِرْزقُُههَّ َوِكْسَىتُُههَّ بِاْلَمْعُروفِ 
 
“Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian 
untuk anak istrinya.”
vii
 (QS. Al-Baqarah [2]: 233) 
 
 Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan 
hanya berlaku selama ayah dan ibu masih dalam ikatan  
390   Vol. 21 No. 2 Juli-Desember 2020 
perkawinan saja, tetapi juga berlanjut setelah terjadinya 
perceraian.
viii
  Dengan demikian, hukum mengasuh dan 
memelihara anak adalah wajib, meskipun telah terjadinya 
perceraian, karena seorang anak tidak mungkin hidup sendri tanpa 
bimbingan orang tua dan pengasuhnya. 
 
Pembahasan 
1 Pengangkatan Anak 
a. Pengertian Pengangkatan Anak 
Menurut Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa 
setidaknya ada dua pengertian “pengangkatan anak”. Pertama, 
mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan 
penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak 
kandung” kepadanya; Cuma ia diperlakukan oleh orang tua 
angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang 
lain dengan sebagai anak sendiri dan ia diberi status “anak 
kandung”, sehingga ia berhak memakai nama anak ketururunan 
(nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta 
peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak 
angkat dan orang tua angkatnya itu.
ix
 
Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh 
perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk 
membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi 
pasanan suami istri yang tidak dikarunia keturunan. Tujuan 
mengangkat anak di sini adalah untuk dididik agar menjadi anak 
yang berguna di masa depan.  Sehingga diharapkan nantinya anak 
tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf  hidupnya di 
masa yang akan datang. Lebih dari itu terbesit di dalam hati orang 
tua angkat bahwa anak angkatnya kelak bisa menjadi anak yang 
shaleh mau merawat orang tua angkatnya ketika sakit, dan dapat 
mendokannya di saat sakit atau meninggal dua. Maka definisi 
pengangkatan anak yang seperti ini jelas yang di anjurankan dan 
tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana yang telah 
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Sedangkan anak angkat dalam pengertian kedua, sudah 
lama dikenal dan berkembang di berbagai negara, termasuk di 
negara Indonesia, dan sudah menjadi tindakan legal, bahkan 
dilindungi oleh undang-undang.
xi
 Sebagaimana yang diterapkan 
oleh pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak 
yang dimohonkan oleh negara Indonesia keturunan Tionghoa, dan 
bagi mereka yang menundukan pada hukum tersebut. Maka 
pengangkatan anak yang seperti ini jelas dilarang dan 
bertentangan dalam hukum Islam. Sebagaimana dalam firman 
Allah dalam surat al-Ahzab ayat 4,5, dan 21.
xii
 
b. Dasar Hukum Pengangkatan Anak 
Para Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum 
Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki 
implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal 
dikalangan hukum barat atau oleh hukum masyarakat jahiliyah, 
dalam pengertiannya bahwa pengangkatn anak angkat menjadi 
anak kandung, kemudian anak angkat terputus hubungannya 
dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris 
atas orang tua angkatnya seperti anak kandung orangtua 
angkatnya, dan orang tua angkat dapat menjadi wali mutlak bagi 
anak angkatnya. Sedangkan, Hukum Islam hanya mengakui 
pengangkatan anak dalam arti beralihnya kewajiban untuk 
memberi nafkah, mendidik, memelihara, mengurus, dan lain-lain 
dalam hal beribadah kepada Allah Swt.
xiii
 Dalam hal ini status 
kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan dengan keluarga 
orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai 
akibat hukum apa-apa, ia tetap anak dan kerabat dari kedua orang 
tua kandungnya, begitu juga dengan akibat-akibat hukumnya.
xiv
     
Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar 
dijadikan anak kandung berdasarkan dalam firman Allah Swt.  
 
َما َجَعَل اَّللهُ لَِرُجٍل ِمْن قَ ْلبَ ْْيِ ِف َجْوِفِه َوَما َجَعَل َأْزَواَجُكُم الالِئي 
َهاِتُكْم َوَما َجَعَل أَْدِعَياءَُكْم أَبْ َناءَُكْم َذِلُكْم قَ ْوُلُكْم  ُهنه أُمه ُتظَاِهُروَن ِمن ْ
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َواِهُكْم َواَّللهُ يَ ُقوُل اْلَْقه َوُهَو يَ ْهِدي السه  ( اْدُعوُهْم آلََبِئِهْم 4ِبيَل )ِِبَف ْ
ينِ  ُهَو أَْقَسُط ِعْنَد اَّللِه فَِإْن لَْ  َوَمَىاِليكُْم  تَ ْعَلُموا آََبَءُهْم فَِإْخَواُنُكْم ِف الدِّ
ُ َغفُىًرا  دَْت قُلُىبُُكْم َوَكاَن َّللاَّ َولَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما أَْخَطأْتُْم بِِه َولَِكْه َما تَعَمَّ
 (5ِحيًما )رَ 
 
“Dan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 
kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di 
mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia 
menunjukan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak 
angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah 
yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui 
bpak-bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-
saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa 
atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada 
dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah maha 
pengampun lagi maha penyayang.
xv
 (QS. Al-Ahzab: 4-5) 
 
c. Akibat Hukum Pengangkatan anak 
1) Masalah Dalam Kewarisan 
Menurut ulama fikih, dalam Islam ada tiga katagori yang 
menyebabkan saling mewarisi, yaitu pertama, karena hubungan 
kekerabatan atau satu keturunan, yang kedua karena dari hasil 
perkawinan yang sah, dan yang ketiga karena faktor perwalian 
antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya. 
Kemudian, anak angkat tida termasuk dalam hal tersebut, dalam 
arti anak angkat tidak ada kekerabatan dan keturuna dengan orang 
tua angkat, dan tidak juga lahir dalam perkawinan yang sah dari 
orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan 
perwalian.
xvi
 Oleh karena itu anak angkat tidak ada hak saling 
mewarisi antara orang tua angkat hanya berlaku antara dia dan 
orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar kekerabatan 
dan lahir dari perkawinan yang sah. Walaupun demikian, anak 
angkat tidak berhak saling mewarisi dengan anak angkatnya, 
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tetapi Islam tetap memberikan peluang baginya sebagai penerima 
wasiat atau hibah dari orang tua angkatnya semasa orang tua 
angkatnya masih dalam keadaan hidup.
xvii
 Dan dijelaskan juga 
menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa orang tua angkat itu boleh 
menghibahkan atau mewasiatkan hartanya kepada anak angkatnya 
sebelum ia meninggal dunia.
xviii
 
2) Masalah Dalam Perkawinan  
Dalam surat An-Nisa ayat 23 dijelaskan siapa saja yang 
dilarang dalam perkawinan. 
 
                        
                      
                   
                     
                       
                       
 
 “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu 
yang perempuan, saudara-saudaramu perempuann, saudara 
bapak-bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang 
perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan 
sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu dalam 
pemeliharaanmu dari istri yang kamu campuri, tetapi jika kamu 
belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), 
maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan 
bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan 
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menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, 
sesungghnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
xix
 
(QS. An-nisa: 23)  
 
Larangan kawin dalam ayat tersebut hanya berlaku bagi 
yang memiliki hubungan darah atau satu keluarga dari garis luhur 
ke atas dan ke bawah dan serta garis menyamping, termasuk 
mertua, menantu, dan anak tiri dari ibunya yang telah digaulioleh 
ayah tirinya. Sedangkan anak angkta tidak termasuk dalam 
kelompok yang diharamkan dan tetap berada di luar lingkungan 
kekerabatan orang tua angkatnya.
xx
 Oleh sebab itu, tidak ada 
larangan kawin secara timbal balik bagi mereka. Jika anak angkat 
ingin melangsungkan perkawin  yang menjadi  hak pertama 
walinya adalah orantua kandungnya. Justru larangan kawin 
berlaku antara dia dan orangtua kandungnya. Dalam kisah 
Rasulullah tentang Zaid dan Zainab di atas memberikan petunjuk 




2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak asuh (hadhanah) 
Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat  
Putusnya perkawinan tidak menjadi putusnya kewajiban 
orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata 
hanya untuk kepentingan sang anak. Demikian ketentuan dalam 
pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 
baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, 
bilamana ada perselisihan mengenai penguasan anak-anak, 
pengadilan memberi keputusan. Selanjutnya, pasal 45 ayat (1) 
UU Perkawinan menyatakan, kedua orang tua wajib memelihara 
dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudin, 
dalam pasal 45 ayat (2)  berbunyi, kewajiban orang tua yang 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin 
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atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun 
perkawinan antara kedua orang tua putus.
xxii
 
Ketika orang tua bercerai anaklah yang menjadi pihak 
yang tekena dampak langsung dalam perceraian orang tuanya, 
dengan ini perlu  mendapat perlindungan demi kelangsungan 
masa hidupnya. Hak perlindungan anak tercantum dalam 
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
yang menyebutkan:  
Pasal 8 
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan 
jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, 
spritual, dan sosial. 
Pasal 13 
Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, 
atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas 
pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari 
perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi 
maupun seksual, penelentaran, kekejaman, kekerasaan 
dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah 
lainnya. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak 
melakukan segala bentuk perlakuan tersebut maka pelaku 
dikenakan pemberatan hukuman. 
Pasal 14 
Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya 
sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum 
yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah deni 
kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan 
pertimbangan terakhir. Jadi meskipun sudah ada 
ketentuan hukum bahwa salah satu orang tua merupakan 
pemegang kuasa asuh anak, tidak ada alasan lain untuk 




Demikian Sama halnya dengan anak angkat yang 
membutuhkan perlindungan dan pengasuhan demi masa depan 
dari orag tua angkatnya. Anak angkat memang bukan terlahir dari 
rahim orang tua angkatnya tetapi ia berhak untuk mendapatkan 
perlindungan dan pengasuhan dari orang tua angkaatnya. 
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Anak angkat adalah seorang anak yang dijadikan anak 
sendiri yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasan 
keluarga, orang tua, wali yang sah atau orang lain yang 
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran 
anak tersebut  ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya 
berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
xxiv
  
Anak angkat adalah bagian dari amanah dan karunia Allah 
SWT  yang  dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai 
manusia seutuhnya. Anak angkat dan anak pada umumnya 
merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita 
pejuang bangsa, memiliki peran strategis, memiliki ciri dan sifat 
khusus yang menjamin kelangsungan ekitensi bangsa dan negara 
pada masa depan, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang 
seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, 
baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu 
dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan 
kesejahtraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 




Dengan demikian anak angkat berhak mendapatkan hak 
asuh dari orang tua angkatnya karena pengangkatan anak dengan 
tujuan mendidik, mengasuh dan memperlakukan seolah-olah 
anak sendiri dibenarkan dalam syariat Islam tanpa memutus 
hubungan nasab dan kekeluargaan antara anak dengan bapak 
kandungnya. 
Menurut Ahmad Al-bari, mengatakan bahwa “mengambil 
dan merawat anak yang terlantar  tanpa harus memutus nasab 
orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya yang menjadi 
tanggung jawab masyarakat secara kolektif, atau dilaksanakan 
oleh beberapa orang sebagai kewajiban kifayah. Tetapi hukum 
tersebut dapat berubah menjadi fardua’in apabila seseorang 
menemukan anak terlantar di tempat yang sangat membahayakan 
atas nyawa anak itu.
xxvi
 
Sebagaimana dalam firman Allah SWT:  
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َنا َعَلىَٰ َبِن  ِلَك َكتَ ب ْ  َأوْ  نَ ْفسٍ  ِبَغْيِ  آ  نَ ْفسً  قَ َتلَ  َمن ۥأَنههُ  ِءيلَ ٓ  ِإْسرََٰ  ٓ  ِمْن َأْجِل ذََٰ
َا ٱْْلَْرضِ  ِف  َفَسادٍ  يًعا ٱلنهاسَ  قَ َتلَ  َفَكَأَّنه َا َأْحَياَها َوَمنْ  َجَِ يعً  ٱلنهاسَ  َأْحَيا ٓ  َفَكَأَّنه  اَجَِ
ِلَك ِف ٱْْلَْرِض  َءتْ ُهمْ ٓ  َجا َوَلَقدْ  ٓ   ُهم بَ ْعَد ذََٰ ن ْ ِت ُُثه ِإنه َكِثيًا مِّ ُرُسُلَنا بِٱْلبَ يِّنََٰ
 َلُمْسرُِفونَ 
“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 
bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan 
karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena 
membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah 
membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang 
memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia 
telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan 
sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami 
dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian 
banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh 




Agama Islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong 
menolong dan saling membantu sesama, mengangkat anak bagian 
dari tolong menolong dalam hal kebajikan.
xxviii
 
Sebagaimana dalam firman Allah SWT:  
 
لُّوا َشَعائَِر اَّللِه َوََل  ْهَر اْْلَرَاَم َوََل اْْلَْدَي َوََل ََي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ََل ُتُِ الشه
تَ ُغوَن َفْضاًل ِمْن َرّبِِّْم َوِرْضَواًًن  َْي اْلبَ ْيَت اْْلَرَاَم يَ ب ْ  َوِإَذا ٓ  اْلَقاَلِئَد َوََل آمِّ
وُكمْ  َأنْ  قَ ْومٍ  َشَنآنُ  ََيْرَِمنهُكمْ  َوََل  ٓ  ْلُتْم فَاْصطَاُدوا َحلَ   اْلَمْسِجدِ  َعنِ  َصدُّ
ُثِْ  َعَلى تَ َعاَونُوا َوََل  ٓ   َوالت هْقَوىَٰ  اْلِبِّ  َعَلى َوتَ َعاَونُوا ٓ   تَ ْعَتُدوا َأنْ  اْْلَرَامِ   اْْلِ
 يُد اْلِعَقابِ َشدِ  اَّللهَ  ِإنه  ٓ   اَّللهَ  َوات هُقوا ٓ   َواْلُعْدَوانِ 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 
syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-
bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, 
dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu 
orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka 
mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu 
telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan 
janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum 
karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 
mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
xxix
 (QS. Al-Maidah: 2)  
Dalam upaya menolong dan membantu anak yang 
terlantar, agama Islam melakukan pengangkatan anak tetapi tidak 
dalam arti dijadikan anak kandung. Menurut hukum Islam bahwa 
pengangkatan anak bertujuan utama untuk kepentingan 
kesejahtraan anak angkat dan bukan untuk melanjutkan 
keturunan.  
Sebagaimana di atur dalam Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) sebagai pedomana hukum mateiil Peradilan Agama dalam 
pasal 171 huruf h bahwa anak angkat anak yang dalam 
pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan 
dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal 
kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan putusan 
pengadilan. Ketentuan pasal tersebut secara implisit menegaskan 
bahwa terjadinya pengankatan anak berakibat pada beralihnya 
tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya 
dalam hal pemeliharan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan 
dan sebagainya, sedangkan hubungan nasab, wali nikah bagi anak 




Pengangkatan anak dengan arti dan sifat yang demikian 
adalah sesuai dengan kaidah dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, 
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dimana pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberi 
kepada si anak angkat status seperti anak kandung dari orang tua 
angkat, sehingga si anak angkat tetap mempunyai hubungan 
darah dan hubungan mewaris dengan orang tua kandungnya, di 
belakang nama si anak angkat tetap menggunakan nama  ayah 
kandungnya, tidak ada hubungan darah dan hubungan mewaris 
antara anak angkat dan orang tua angkat, dan orang tua angkat 
tidak bertindak sebagai sebagai wali nikah anak angkat.
xxxi
  
Dalam yurisprudensi, terdapat pedoman bahwa anak 
angkat mendapatkan hak asuh dari orang tua angkatnya setelah 
perceraian, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 
K/AG/1994 tanggal 29 Juni 1994 yang telah memutuskan perkara 
cerai talak dari pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak 
tetapi mereka telah mengangkat seorang anak yang saat itu sudah 
berumur satu setengah tahun. Istri sebagai termohon mengajukan 
gugat rekonvensi berupa iddah, uang mut’ah, pemeliharaan dan 
perwalian anak diserahkan kepada termohon, biaya pemeliharaan 
anak, dan harta bersama. Mahkamah Agung RI mengabulkan 
permohonan cerai talak tersebut, demikian pula dengan sebagian 
gugat rekonvensi termohon berupa iddah, mut’ah, harta bersama, 
dan pemeliharaan anak. Sedangkan mengenai biaya perawatan 
dan pendidikan anak, Mahkamah Agung memberikan putusan 
menghukum tergugat rekonvensi (pemohon) untuk membayar 
biaya perawatan dan pendidikan anak tersebut sebesar 1/3 




Dengan demikian apa yang terjadi dalam anak angkat sama 
halnya dengan anak kandung sesuai dalam hal pemeliharaannya. 
Persoalan mengasuh anak tidak ada hubungannya dengan 
perwalian terhadap anak, baik menyangkut perkwinannya 
maupun menyangkut hartanya. Hadhanah adalah perkara 
mengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa 
ketika anak-anak itu membutuhkan wanita pengasuh, maka dalam 
hal ini para ulama madzhab sepakat bahwa itu adalah hak ibu.
xxxiii
  
Jika anak angkat masih di bawah umur maka hak pemeliharaan 
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diberikan kepada ibu karena rasa kasih sayang dan lemah lembut 
seorang ibu lebih sesuai dengan keadaan anak, tetapi setelah 
dewasa dan cukup umur anak angkat boleh memlih ingin ikut 
dengan siapa, walaupun demikian biaya kehidupan dan 
pemeliharaan anak angkat  dibebankan kepaya ayah.  
Jadi berdasarkan uraian di atas anak angkat tetap mendapatkan 
hak asuh dari orang tua angkatnya walaupun orang tua angkatnya 
bercerai, karena pemeliharaan atau pengasuhan anak hanya 
bertujuan untuk kesejahtraan dan perlindungan seorang anak dan 
pemeliharaan anak itu tidak memandang mau itu anak kandung 
atau anak angkat. 
 
Penutup 
Berdasarkan penjelasa di atas dapat disimpulkan sebgai 
berikut: Kedudukan anak angkat setelah orang tua angkatnya 
bercerai sama halnya dengan anak kandung dalam hal 
pemeliharan anak kecuali dalam hubungan nasab sehingga tidak 
mendapatkan waris.  Dengan demikian anak angkat dan anak 
kandung sama dalam hal pemeliharan, meskipun dalam 
perceraian orang tua angkat anak angkat tidak berakibat tetapi 
dalam perceraian mengakibatkan hadhanah dan pemeliharaan 
anak, yang diperebutkan suami istri. Selama anak angkat masih 
dibawah umur maka ia ikut dengan ibunya karena ibu lebih lemah 
lembut dan penuh kasih sayang, tetapi setelah ia dewasa dan 
cukup umur maka ia berhak memilih untuk ikut dengan siapa 
meskipun biaya pemeliharan dan kehidupannya di bebankan 
kepada ayah. Menurut hukum Islam tetap dianjurkan hanya 
sebatas dalam hal pemeliharaan dan tidak berakibat hukum dalam 
hal habungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-
mewaris dengan orang tua angkatnya. Hanya mendapatkan hak 
sama dengan anak kandung yaitu hak asuh (hadhanah), karena 
pemeliharaan anak bertujuan hanya untuk kesejahtraan dan 
perlindungan seorang anak, dan pemeliharan anak tidak 
memandang anak itu anak kandung atau anak angkat yang 
terpenting untuk kemaslahatan bersama. 
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